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PUTUSAN
Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.TSe
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak
antara:

PEMOHON, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Sesayap, 06

Mei 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Kepala Desa, tempat kediaman di XXXXX XXXXX XXXXX, XX
XX, XXXXX, XXXX XXXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX,
XXXXXXXX  XXXX  XXXXXX, Provinsi Kalimantan Utara,
sebagai Pemohon;
melawan
TERMOHON, tempat/tanggal lahir Bebatu, 09 Februari 1965, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat kediaman XXXXX XXXXX XXXXX, XX XX,
XXXXX,  XXXX  XXXXXX  XXXX  XXXXX, XXXXXXXXX  XXXXXX,
XXXXXXXX  XXXX  XXXXXX, Provinsi Kalimantan Utara,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonanya tanggal 07 November
2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor

377/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:
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1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon
pada tanggal 28 Juli 1984 dihadapan PPN KUA Kecamatan Sesayap
dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxxxxxxxx, tanggal 14
September 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan
dan keduanya semula bertempat tinggal bersama XXXXX XXXXX XXXXX, XX
XX; XXXXXK; XXXX XXXXXX XXXX XXXXK, XKXXXXXXXK XXXXXK, XXXXXXXK XXXX XXXXXX,
Provinsi Kalimantan Utara;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1
(satu) orang anak yang bernama;
3.1 ANAK 1 bin PEMOHON, yang sekarang sudah berkeluarga;
3.2 ANAK 2 bin PEMOHON, yang sekarang sudah berkeluarga;
3.3  ANAK 3 binti PEMOHON yang sekarang sudah berkeluarga;
3.4 ANAK 4 bin PEMOHON, lahir di Tideng Pale, 01 Agustus 2008
yang sekarang diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah
dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit
didamaikan bulan Desember tahun 2015;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
semakin tajam dan memuncak terjadi pada Agustus 2017;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
karena :
6.1  Termohon menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain ;
6.2  Termohon sering kali keluar dari rumah tanpa izin Pemohon untuk
jalan-jalan bersama teman-teman Termohon;
6.3 Pemohon pernah dilaporkan oleh Termohon ke Polsek pada
bulan Agustus 2017 dikarenakan Pemohon dituduh tidak memberikan
nafkah lahir kepada Termohon. Padahal Pemohon telah memberikan
nafkah dengan memberikan usaha sarang walet yang sebelumnya
menjadi ladang usaha Pemohon
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7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Agustus
2017 Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama. Selama lebih
kurang 7 tahun 3 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
tinggal. Pemohon sekarang berkediaman di Jalan Padat Karya, RT 05
RW 01, Desa Tideng Pale Timur, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana
Tidung, Provinsi Kalimantan Utara sedangkan Termohon di Jalan Padat
Karya (Sebelah Rumah Pemohon), RT 05 RW 01, Desa Tideng Pale Timur,
Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;
8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang
7 tahun 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana
sebagaimana mestinya karena saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan
kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga
Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara
dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon
merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan
lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang
berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi,
maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis
Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Primer:
1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatukan talak
satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Tanjung Selor;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:
Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);
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Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan
Termohon hadir di depan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon untuk tidak bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama dan
usaha tersebut ternyata berhasil;

Bahwa, atas nasehat Majelis Hakim kemudian Pemohon menyatakan
akan hidup rukun kembali dengan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim
untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk
segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara
ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan
Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para
pihak sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg jo.Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan
pencabutan permohonan dan permohonan tersebut diajukan sebelum
Termohon mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 271 Ry,
permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut
permohonannya, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon
yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
131/Pdt.G/2024/PA.TSe dari Pemohon;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama
Tanjung Selor pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Ahmad Rifai, S.H.l., sebagai
Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. M. Nasir
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;

Hakim

ttd

Ahmad Rifai, S.H.l.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. M. Nasir
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Perincian biaya :

1. PNBP Rp60.000,00
2 Proses Rp75.000,00

Panggilan Rp300.000,00
Meterai Rp10.000,00
Jumlah Rp445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

how’
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